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ABSTRAK :   -    bahwa   dalam    rangka    melaksanakan    Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah secara lebih efektif dan efisien di  lingkungan  Komisi Pemilihan  

Umum  Kota Bitung; 

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor  17  Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan  Sistem  Pengendalian Intern Pemerintah 

dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum  Provinsi  dan  Sekretariat  Komisi   Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa bahwa 

dalam penyelenggaraan  Sistem   Pengendalian   Intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk Satuan Tugas 

Penyelenggaraan  Sistem  Pemgendalian  Intern Pemerintah pada setiap satuan unit kerja; 

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung tentang Penetapan Struktur 

dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung. 

- Dasar  hukum  keputusan  ini  adalah   Undang-undang    Nomor    17    Tahun    2003    

tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

4355); Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan    Pemerintah    Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

menjadi Undang-Undang menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia 



Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135); Peraturan 

Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2021  Nomor 202, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 6718); Peraturan Kepala Badan Pengawas 

Keuangan Pembangunan Nomor: 1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis 

Penyelenggaraan SPIP; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan   Umum   Nomor   22    Tahun 2008 tentang Perubahan Peratuaran Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat Jenderal, Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 1153); Peraturan  Komisi  Pemilihan   Umum   Nomor   8  Tahun 2019 

tentang  Tata  Kerja  Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320), sebagaiman telah diubah  

dengan  Peraturan  Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang 

perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, 

Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi,  dan  Sekretariat Komisi  Pemilihan  Umum  

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1236); Keputusan Komisi Pemilihan  Umum  Nomor: 443/ Kpts/KPU/Tahun 2014 

tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum. 

- DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG DIATUR : PENETAPAN 

STRUKTUR DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG. 

 

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2022 

- Lampiran 3 hlm. 
 


